' SALINAN|

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi
koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang tentang Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846});
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nemor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Guberrmur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656}, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Neotnor 6 Tahun 2020 tentang Penetapen
Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undatg
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemernntah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547];

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum {Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomer 182, Tambahan
Lembaratn Nepara Republik Indonesia Nomor 610Y)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomoer 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
3% Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Ncgara
Eepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemiliban Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihban Umnm
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nemor 377];

Peratwran Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 202C tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kesja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretaniat Komisi Perniliban Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten fKota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebapaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomeor 21 Tahun 2023 tentang Perubahian Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Drganisasi, dan
Tate Kena Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Selretariat  Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826];

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyaraleat Dalam Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernmur dan Walkil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupatt, danfatan Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1160);



Menetapkan

KESATU

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umnum Nomer 22 Tahun
2023 tentang Penpelelaan dan Pelayanan informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umwm Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten{Kota [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomoer 870} sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilthan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomeor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 542 /HM.03.5-
Kpt/06/KPU/VIIIf2021 tentang Petunjuk Tekmnis
Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Unmum Kabupaten /Kota;

11. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Republik
Indonesia Nomor 561 /HM.03.5-
Kpt/06/KPU/VII[/202]1 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pernilihan Umum Kabupaten /Kota.

MEMUTURKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MALANG TENTANG BADAN KOQORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG

Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

: Susunan Kepengurusan Badan Keordinasi Hubungan
Masyaralkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
sebagaimana dimaksud dalam Dikium KESATU terdini
atas:

a.

Pembina:

1. Ketua Komisi Pemiliban Umum Kabupaten
Malang; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mealany,

Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Malang;

Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi

Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dan

Kepala Sub Bagian Tekrnis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum.

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemnilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1,

melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Kocrdinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilthan Ummum Provinsi mengenai penyebaran
informasi serta sosialisasi program dan kegiatan
terkait kepemiluan dan kelembagaan;

melakukan keordinasi, komunikasi, dan kerjasama
dengen Pemerintah Daerahh Kabupaten/Kota dan
jajaran  instansiflembaga di bawahnya, seria
pemangku  kepentingan  terkait di tingkat
kabupaten fkota;

merencanakan, dan melaksanakan kegiatan
kehumasan;

menghimpun, mengelala, dan menyalurkan
data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan
kelembagaan yang diperlulkan secara terbuka, cepat,
dan akurat kepada publik;



KEEMPAT

KELIMA

5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi
publik kepemiluan; dan

6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan
tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang dan kepada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada
Komisi Pemilihan Umum.

Seluruh  pembiayaan  yang  ditimbulkan = akibat

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-

masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Fe




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG

STRUKTUR PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
TAHUN 2026

PEMBINA BAKOHUMAS
. ABDUL FATAH, M.H.

1
2. MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA, S.A.P.
3. NURHASIN, M.Pd.
4. BANGKIT MARHAENDRA, S.M.
5. ASKARI, M.Pd.I
4
KETUA
ARIEF SUBAGYO, SE., M.M.
A4 A
KETUA PELAKSANA BIDANG KETUA PELAKSANA BIDANG
DISEMINASI INFORMASI DISEMINASI ADVOKASI
DESHINTA CHRISTY AMALIA. M.1.P. ISNAWAN ARDIANSYAH. S.T.
A 4
/ PELAKSANA \
1. SANDRIAN YULIAN FIRMANSYAH NOORIHSAN, S.Kom.
2. ERWIN CYTO WIDYA HARDINATA, S.I.P.
3. MOHAMMAD SUBHAN ROSYID, S.Ak
4. ALIVIANO MAULANA HAKIKI, S.H.
5. TSABITAH NUR AFANIN FAHIRA, S.H.
K 6. TINO BAYU WEDA /

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG ttd.

Kepala Sub Bagian P€knis Penyelenggaraan Pemilu,

ABDUL FATAH




